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Abstrak: Tingginya backlog di Indonesia sebesar 11,4 juta hingga 13,5 juta, pemerintah 

Kota Semarang berupaya untuk mengurangi backlog salah satunya dengan 
pembangunan perumahan bagi PNS anggota KORPRI. Dengan berjalannya waktu 
perumahan yang telah dihuni oleh PNS dengan berbagai karakter mengalami banyak 
perubahan baik bentuk bangunan maupun fungsinya menjadi fungsi lain selain sebagai 
hunian. Berdasarkan permasalahan tersebut tujuan penelitian adalah mengkaji 
karakteristik penghuni terhadap perubahan fungsi hunian perumahan KORPRI di 
Kelurahan Bulusan, Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kuantitatif, pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner ke kepala keluarga 
sebanyak 56 responden dari 131 rumah tangga. Teknik analisis yaitu deskriptif 
kuantitatif dan analisis korelasi pearson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
perubahan fungsi hunian perumahan KORPRI Bulusan menjadi komersial, kombinasi 
komersial dan hunian, dan hunian dipengaruhi oleh karakteristik penghuni. Adapun 
faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut adalah tingkat pendapatan yang 
rendah, jenis pekerjaan sebagai non PNS, dan tingkat pendidikan yang rendah. 
Perubahan tersebut juga disebabkan kebutuhan pasar tentang hunian  dan kebutuhan 
mahasiswa karena lokasi Perumahan KORPRI berdekatan dengan Perguruan Tinggi 
Negeri ternama di Provinsi Jawa Tengah.     
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1. PENDAHULUAN 

Pemenuhan kebutuhan perumahan sangatlah penting dilakukan untuk keberlangsungan hidup dari tiap 
individu atau kelompok masyarakat, khususnya untuk masyarakat penghasilan yang rendah. Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah (MBR) akan sulit untuk menjangkau pemenuhan kebutuhan rumah. Mereka 
mempunyai keterbatasan kemampuan daya beli, sehingga membutuhkan peran pemerintah untuk 
memperoleh suatu rumah. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan kemudahan 
dalam memperoleh rumah terutama bagi MBR melalui program pembangunan perumahan secara bertahap 
dan berkelanjutan. 

Program pembangunan perumahan dari pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah sulit di 
akses, hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Udoekanem (2011) bahwa  pembiayaan 
perumahan bagi MBR melalui pinjaman bank real estate komersial di Negara Niger masyarakat tidak 
mampu untuk mengembalikan pijaman tersebut. Studi ini memberikan bukti bahwa 90% rumah tangga di 
Minna tidak mampu membayar pinjaman yang diberikan oleh bank komersial. Hal ini menyebabkan 
sulitnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak, namun 
golongan masyarakat atas mengambil hak atas perumahan yang telah disubsidi oleh pemerintah. Begitu 
juga dengan penelitian sebelumnya yang dikemukakan oleh Aribigbola (2011) bahwa maksimum 30% dari 
pendapatan suatu keluarga dihabiskan untuk membiayai perumahan, hal ini dapat digunakan sebagai tolak 
ukur dalam menentukan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat. Oleh karena itu, sisa 
pendapatan untuk biaya perumahan cenderung tidak fleksibel. Kelemahan dari pendekatan ini adalah 
tergantung pada asumsi subyektif tentang pengeluaran suatu rumah tangga (Burke et al., 2007).  
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Pembiayaan menjadi tolak ukur yang dijadikan pemerintah untuk mendorong developer atau 
pengembang dalam pembangunan perumahan. Penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah yang masih 
tinggi kebutuhan rumahnya, menimbulkan minat pengembang untuk menyediakan kebutuhan perumahan 
(Indrianingrum, 2016). Pengembang berpikir bahwa golongan masyarakat berpenghasilan rendah benar-
benar sangat membutuhkan rumah dan bukan menjadi lahan investasi.  

Meskipun terdapat perubahan dari sisi supply dan demand perumahan, pemenuhan backlog dalam 
penyediaan rumah tidaklah mudah, dikarenakan permasalahan yang kompleks terhadap penyelenggaraan 
serta kebijakan pemerintah yang kurang menjawab permasalahan yang ada. Bentuk penyediaan program 
perumahan yang dilakukan oleh pemerintah membutuhkan kerjasama dengan semua stakeholder. Bentuk 
kerjasama dapat antara pemerintah dan swasta, swasta dan masyarakat atau kerjasama dengan ketiga 
stakeholder tersebut dengan model penyediaan perumahan dapat secara konvensional (Sunarti, et. al., 
2018). Strategi pemerintah dalam pemenuhan permintaan perumahan, salah satunya terkait dalam 
pemanfaatan aset Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) untuk pembangunan perumahan Pegawai 
Negeri Sipil (PNS). Fasilitas penyediaan perumahan bagi PNS dapat melalui kerjasama dengan pengembang 
yaitu Perum Perumas, Real Estate Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman 
Seluruh Indonesa (APERSI). Pembangunan perumahan PNS anggota KORPRI di Kota Semarang salah satu 
yang berkembang pesat yaitu Perumahan KORPRI di Kelurahan Bulusan. Perumahan tersebut berkembang 
karena lokasinya sangat strategis dan dekat dengan kawasan pendidikan.  

Menurut Sinurat (2015) kawasan pendidikan menyebabkan banyak perubahan seiring dengan 
kebutuhan ruang yang meningkat. Sektor perumahan mengalami perubahan fungsi hunian menjadi kos-
kosan atau usaha warung maupun toko. Rata-rata masyarakat di perumahan KORPRI menjadikan hunian 
sebagai kos-kosan, kontrakan, fotocopy, warung makan, laundry dan aktivitas lainnya. Semakin kompleks 
fungsi dari suatu kawasan ditambah dengan variasi karakteristik masyarakat penghuninya, maka akan 
semakin bervariasi latar belakang keluarga dalam memilih hunian (Rosa, 2016). Perkembangan perumahan 
yang terjadi pada setiap daerah berbeda satu sama lain, dan dapat dipengaruhi oleh karakteristik 
kehidupan masyarakat. Potensi sumber daya dan kesempatan kerja (jenis mata pencaharian) yang tersedia, 
kondisi fisik alami serta ketersediaan fasilitas akan mempengaruhi perubahan (Pidora dan Pigawati, 2014). 
Hal ini juga terjadi di perumahan KORPRI Bulusan di Kota Semarang, banyak bangunan-bangunan rumah 
yang ada di perumahan tersebut mulai berubah fungsi dari hunian atau tempat tinggal menjadi 
perdagangan dan jasa atau komersial.  

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas dan peneliti terdahulu yang belum meneliti tentang 
perubahan di Perumahan KORPRI, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 
karakteristik penghuni terhadap perubahan fungsi hunian di perumahan KORPRI Kelurahan Bulusan, Kota 
Semarang. Hasil yang didapat dari kedua hubungan tersebut diharapkan dapat menjadi masukan untuk 
stakeholder dalam membangun perumahan KORPRI sesuai dengan sasaran dan tujuan pembangunan 
perumahan untuk PNS. 

2. DATA DAN METODE  

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012) 
metode kuantitatif merupakan suatu metode yang bersifat ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah 
ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional dan sistematis dengan angka-angka dan analisis 
menggunakan statistik. Teknik pengambilan data dengan menggunakan sampel dalam penelitian adalah 
teknik penarikan probabilitas, yaitu suatu teknik yang mendasarkan diri bahwa setiap anggota populasi 
memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai responden (Prasetyo dan Jannah, 2005). Jumlah 
responden dala penelitian ini sebanyak 56 rumah tangga dari 131 rumah yang berada di perumahan 
KORPRI.  

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui survei instansi dan kajian literatur, sedangkan 
data primer dari observasi lapangan dan penyebaran kuesioner. Teknik analisis menggunakan diskriptif 
kuantitatif dan analisis korelasi pearson. Hasil analisis yang dilakukan dari korelasi akan memperlihatkan 
variabel “X” berupa karakteristik penghuni perumahan yang memiliki pengaruh terhadap “Y” yaitu 
perubahan fungsi hunian. Hasil yang telah didapat kemudian dilakukan pengolahan dengan SPSS yaitu 
pearson correlation untuk menghubungkan antara karakteristik penghuni dengan perubahan fungsi hunian 
yang terjadi. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Profil Perumahan KORPRI  
Kawasan perumahan KORPRI terletak di Kelurahan Bulusan Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. 

Lokasi perumahan sangat strategis karena berdekatan dengan beberapa perguruan tinggi. Perumahan 
Korpri sejak awal dibangun dengan luas bangunan tiap unit rumah seluas 36 m2 dan luas kapling antara 180 
m2 sampai 215 m2. Berdasarkan Gambar 1 Perumahan KORPRI terbagi menjadi tiga RT yaitu RT 01, RT 02 
dan RT 03 dalam cakupan RW 05. Jumlah rumah dari masing-masing RT yaitu, RT 01 sebanyak 52 unit 
rumah, RT 02 sebanyak 35 unit rumah dan RT 03 terdapat 44 unit rumah dengan total jumlah bangunan 
keseluruhan sebanyak 131 unit rumah.  

Perumahan ini dibangun oleh REI  (Real Estate Indonesia) dan peletakannya diserahkan kepada Yayasan 
Sapta Prasetya KORPRI Semarang. REI menjadi pengembang perumahan Yayasan Sapta Prasetya KORPRI 
Semarang mengatur segala kepengurusan pembangunan yang diperuntukkan bagi PNS anggota KORPRI 
yang tidak memiliki rumah atau penghasilan menengah bawah. Gambar 1 berikut adalah site plan 
perumahan KORPRI di Bulusan.  

 
Gambar 1. Site Plan Perumahan KORPRI Kelurahan Bulusan, Kota Semarang 

(Sumber: Yayasan Sapta Prasetya Korpri Semarang, 1998) 

 

 
 

  
 

 
Perkembangan perumahan KORPRI didukung dengan keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia 

dan memadai. Sarana yang terdapat di perumahan KORPRI yaitu sarana peribadatan terdapat masjid,  dan 
untuk sarana kesehatan hanya terdapat praktek dokter. Sarana pendidikan yang menjadi penunjang berupa 
PAUD dan terdapat lapangan terbuka. Sarana penunjang lainnya berupa bimbingan belajar, perdagangan 
dan jasa yang berupa, rumah makan, toko bangunan dan jasa seperti laundry.  

Ketersediaan prasarana yang terdapat di perumahan KORPRI yaitu jalan, drainase, air bersih, dan 
persampahan. Jalan di perumahan ini sebagian besar menggunakan paving block dengan kondisi yang 
cukup baik. Ketika hujan deras, pada bagian jalan di perumahan KORPRI akan mengalami banjir sesaat, 
bahkan air masuk menggenangi rumah penduduk. Jaringan drainase dengan sistem terbuka dengan kondisi 
baik dan memiliki lebar sekitar kurang dari 1 meter. Untuk prasarana persampahan setiap unit rumah 
menyediakan tong sampah yang diambil petugas kebersihan setiap minggu. Air bersih di perumahan 
tersebut memakai jaringan PDAM. Gambar 2  berikut merupakan kondisi sarana dan prasarana yang 
terdapat di perumahan KORPRI, Kelurahan Bulusan.   
 
 

RT 01 

RT 02 

RT 03 
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Gambar 2. (a) Sarana Pendidikan, (b) Sarana Kesehatan, (c) Sarana Peribadatan, (d) Jaringan Drainase, (e) Ruang 
Terbuka, (f) Jaringan Jalan (Analisis, 2019) 

 
 

     
(a)         (b)         (c) 

     
  (d)       (e)              (f)  

 

 
Karakteristik Penghuni Perumahan  

Identifikasi karakteristik penghuni memiliki tujuan untuk mengetahui karakteristik masyarakat yang 
menghuni di perumahan KORPRI, antara lain status kepemilikan, jenis mata pencaharian, tingkat 
pendidikan, asal daerah, tingkat pendapatan dan lama tinggal. Karakteristik penghuni perumahan KORPRI 
didapat penghuni di perumahan tersebut sesuai dengan kajian yang telah ditentukan sebelumnya. Salah 
satu yang berkaitan dalam identifikasi karakteristik penghuni yaitu status kepemilikan tanah yang ada di 
perumahan Korpri. Pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa 45 responden atau sekitar 80% masyarakat yang 
menghuni di perumahan KORPRI dengan status kepemilikan yaitu hak milik dan masyarakat yang 
menyewa/mengontrak sebanyak 11 responden atau sekitar 20% penghuni. Status kepemilikan di 
perumahan KORPRI terlihat didominasi dengan penghuni yang memiliki rumah dengan status hak milik. 
 

Tabel 1 Status Kepemilikan Penghuni Perumahan KORPRI (Analisis, 2019) 
 

No. Status Kepemilikan Frekuensi Persentase 

1 Menyewa/Kontrak 11 20% 
2 Hak Milik 45 80% 

Total 56 100% 

 
 

Pada Tabel 2 karakteristik penghuni berdasarkan tingkat pendapatan di perumahan KORPRI Kelurahan 
Bulusan dibagi menjadi tiga klasifikasi yaitu pendapatan kurang dari Rp 2.500.000, Rp 2.500.000 sampai Rp 
6.000.000 dan lebih dari Rp 6.000.000. Berdasarkan data yang didapat untuk tingkat pendapatan 
masyarakat di perumahan Korpri sekitar 4% penghuni dengan penghasilan kurang dari Rp 2.500.000 yaitu 
mahasiswa dan ibu rumah tangga. Masyarakat dengan pendapatan Rp 2.500.000 sampai Rp 6.000.000 
berjumlah sekitar 33 responden atau sekitar 59% yang bekerja sebagai PNS pensiunan dan wiraswasta. 
Pendapatan masyarakat yang lebih dari Rp 6.000.000 biasanya bekerja di swasta dengan total responden 
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sekitar 38%. Perumahan KORPRI yang didominasi dengan pendapatan Rp 2.500.000 sampai Rp 6.000.000, 
kondisi ini sudah di atas UMR Kota Semarang atau sudah tidak termasuk golongan MBR (Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah). 

 
Tabel 2. Tingkat Pendapatan Penghuni Perumahan KORPRI (Analisis, 2019) 

 

No. Tingkat Pendapatan Frekuensi Persentase 

1 Kurang dari Rp 2.500.000,- 2 4% 
2 Rp. 2.500.000,- sampai Rp 6.000.000 33 59% 
3 Lebih dari Rp 6.000.000 21 38% 

Total 56 100% 

 
Persentase karakteristik penghuni berdasarkan jenis mata pencaharian pada Tabel 3 sekitar 37%  

masyarakat di perumahan KORPRI bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil). Rata-rata yang bekerja 
sebagai PNS di perumahan KORPRI merupakan pensiunan yang dilanjut dengan dosen dan guru. Pekerjaan 
selain PNS yaitu Non PNS dengan persentase 63% yang mendominasi di perumahan KORPRI. Non PNS 
memiliki pekerjaan yang terbagi menjadi swasta, pedagang/wiraswasta,  ibu rumah tangga maupun 
mahasiswa. 
 

Tabel 3. Jenis Mata Pencaharian Penghuni Perumahan KORPRI (Analisis, 2019) 
 

No. Pekerjaan Frekuensi Persentase 

1 Non PNS 35 63% 
2 PNS 21 37% 

Total 56 100% 

 
Karakteristik penghuni berdasarkan tingkat pendidikan yang dapat terlihat pada Tabel 4 menjelaskan 

bahwa sekitar 50% masyarakat di perumahan KORPRI dengan pendidikan terakhir yaitu S1. Tingkat 
pendidikan yang selanjutnya paling sedikit dengan tamatan D3 yaitu 13%. Penghuni dengan pendidikan S1 
rata-rata bekerja sebagai PNS ataupun swasta. Perumahan KORPRI yang didominasi S1 memiliki pekerjaan 
tetap dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.  
 

Tabel 4 Tingkat Pendidikan Penghuni Perumahan KORPRI (Analisis, 2019) 
 

No. Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase 

1 SMP – SMA 13 23% 
2 D3 7 13% 
3 S1 28 50% 
4 >S1 8 14% 

Total 56 100% 

 
Pada Tabel 5 menjelaskan bahwa karakteristik penghuni berdasarkan asal daerah yang terbagi menjadi 

dua yaitu Semarang dan luar Semarang. Penghuni yang menghuni di perumahan KORPRI didominasi oleh 
masyarakat yang berasal dari luar Semarang sebanyak 52%. Penghuni dengan asal daerah dari Kota 
Semarang sebanyak 48%. Dengan demikian perumahan KORPRI dihuni masyarakat lebih banyak yang 
berasal dari luar Kota Semarang. Rata-rata penghuni di perumahan KORPRI memilih untuk menetap 
dikarenakan rumah sudah berstatus hak milik. Meskipun demikian, penghuni dengan asal daerah luar Kota 
Semarang memungkinkan untuk melakukan perubahan hunian untuk kebutuhan investasi.  

 
Tabel 5 Karakteristik Penghuni Berdasarkan Asal Daerah (Analisis, 2019) 

 

No. Asal Daerah Frekuensi Persentase 

1 Luar Kota Semarang 29 52% 
2 Kota Semarang 27 48% 

Total 56 100% 
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Penghuni perumahan KORPRI memiliki karakteristik berdasarkan lama menghuni terbagi menjadi empat 
klasifikasi yaitu tahun 1992 sampai 1998, 1999 sampai 2005, 2006 sampai 2013, dan setelah tahun 2013. 
Penghuni berdasarkan tahun tinggal seperti pada Tabel 6 sekitar 39% masyarakat dengan lama menghuni 
yaitu dari tahun 1999 sampai 2005. Tahun tinggal setelah tahun 2013 terdapat 11%. 

 
Tabel 6 Tahun Tinggal Penghuni Perumahan KORPRI (Analisis, 2019) 

 

No. Tahun Tinggal Frekuensi Persentase 

1 1992 sampai 1998 17 30% 
2 1999 sampai 2005 22 39% 
3 2006 sampai 2013 11 20% 
4 Setelah Tahun 2013 6 11% 

Total 56 100% 

 
Perubahan Fungsi Hunian Perumahan KORPRI 

Perkembangan kota akan mempengaruhi perubahan yang terjadi di suatu kawasan perumahan, sama 
halnya di perumahan KORPRI. Perumahan KORPRI telah mengalami perubahan dikarenakan karakteristik 
masyarakat dengan pendapatan yang tinggi dan lokasi yang dekat dengan perguruan tinggi. Pendapatan 
akan mengubah fungsi yang direncanakan, salah satunya 36 m2 menjadi lebih dari 140 m2 atau hunian yang 
menjadi usaha. Berdasarkan Gambar 3 Site Plan Perumahan KORPRI tahun 1998 yang berfungsi sebagai 
hunian dengan luas bangunan 36/180-230 m2 yang dikelola oleh Yayasan Sapta Prasetya. 

 
Gambar 3. Site Plan Perumahan KORPRI Tahun 1998 (Analisis, 2019) 

 

 
 

 
Pada Gambar 4 tahun 2019 penghuni sudah banyak yang melakukan perubahan luas bangunan. Hunian 

yang masih asli dengan luas 36 m2 hanya berjumlah 16 unit. Rata-rata luas bangunan telah berubah dengan 
luas antara 72 m2 sampai lebih dari 140 m2 yaitu 115 unit rumah. Perbedaan secara signifikan yang terjadi 
pada tahun 2019 disebabkan oleh perkembangan Kota Semarang dan lokasi perumahan yang strategis 
dekat dengan Universitas Diponegoro yang sudah total pindah ke Kecamatan Tembalang. Hal ini 
menyebabkan kebutuhan tempat hunian bagi sebagian besar mahasiswa menjadi peluang untuk 
mengembangkan bangunan rumah menjadi fungsi lain. Berdasarkan kondisi tersebut, penghuni banyak 
yang melakukan perluasan bangunan rumahnya untuk menangkap peluang tersebut. 
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Gambar 4. Perubahan Luas Bangunan Rumah Perumahan KORPRI Tahun 2019 (Analisis, 2019) 
 

 
 
Peraturan IMB yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Semarang dimana KLB seharusnya terbagi 

dalam 60% dan 40%. Pembagian 60% bangunan rumah dan 40% merupakan ruang terbuka untuk parkir 
maupun halaman rumah. Rumah dengan luas tanah yaitu 180 m2 jika dikaitkan dengan KLB maka 
perumahan KORPRI hanya dapat membangun rumah dengan tipe 108 m2. Namun, di lapangan terlihat 
bahwa tipe hunian sudah melewati batas peraturan dan tidak melakukan pengajuan IMB. Penghuni harus 
melakukan pemutihan IMB atau pengajuan perizinan yang baru kepada pihak Dinas Penataan Kota 
Semarang. Pemerintah seharusnya melakukan pengawasan terhadap peraturan IMB terkait perubahan 
fungsi hunian yang telah terjadi di perumahan KORPRI. Penghuni yang tidak melakukan pengajuan IMB 
sebaiknya mendapatkan sanksi yang tegas. Perubahan hunian juga seperti kos-kosan, kontrakan dengan 
fungsi kombinasi (hunian dan usaha) yang menjadi perhatian pemerintah untuk menyesuaikan 
perencanaan yang telah ditetapkan. Perizinan bangunan juga harus dilakukan pengawasan dengan 
memperhatikan KLB yang sesuai dengan perencanaan. Bangunan yang banyak melebihi KLB yang harusnya 
dilakukan pengawasan berkala guna mewujudkan ruang terbuka bagi perumahan itu sendiri. 

Luas bangunan dapat dipengaruhi karena penghuni melihat peluang dari lokasi perumahan yang dekat 
dengan Perguruan Tinggi. Ketika hunian memiliki tanah yang cukup luas, masyarakat akan 
memanfaatkannya dengan memperluas rumah untuk fungsi lainnya, seperti toko/warung/kios dan lain 
sebagainya. Penghuni mengubah rumah menjadi kos-kosan atau kontrakan bahkan kios/warung yang dapat 
meningkatkan perekonomian. Penambahan jenis kegiatan tersebut akan mengubah mendorong penghuni 
untuk menambah luasan bangunan rumah.  Begitu juga pendapat Raus & Aditianata (2011) dalam 
mengidentifikasi pola/karakteristik perubahan fungsi di suatu kawasan dapat dilihat dari aspek bentuk 
perubahan, yaitu meliputi luas bangunan. Pemerintah seharusnya berperan dalam pengawasan dan 
pengendalian terhadap perubahan fungsi hunian menjadi fungsi lain, karena dapat menimbulkan dampak 
terhadap kenyamanan, keamanan, keselamatan bagi masyarakat yang masih memanfaatkan sebagai fungsi 
hunian. Hal ini seharusnya pemerintah Kota Semarang memperhatikan penataan kota yang lebih baik, 
perijinan harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. 

Perumahan KORPRI tahun 1998 pada Gambar 5 direncanakan dengan jumlah lantai bangunan hanya 
satu lantai, sebanyak 131 unit rumah. Pada tahun 1998, hunian di perumahan KORPRI belum mengalami 
perubahan tinggi bangunan dikarenakan penghuni yang belum menambah aktivitas atau kegiatan lain di 
dalam hunian yang ditinggali. 
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Gambar 5. Ketinggian Bangunan Rumah di Perumahan KORPRI Tahun 1998 (Analisis, 2019) 

 

 
 

Pada tahun 2019 dalam Gambar 6 terlihat bahwa telah banyak penghuni melakukan perubahan 
ketinggian bangunan atau penambahan jumlah lantai. Hunian yang melakukan perubahan jumlah lantai 
yaitu 59 unit dari 131 unit rumah. Hunian didominasi dengan perubahan tinggi bangunan yaitu menjadi dua 
lantai. Perubahan tinggi bangunan dipengaruhi dengan adanya penambahan usaha di dalam rumah. 
Penambahan jenis kegiatan di dalam rumah antara lain sebagai tempat kos-kosan, kontrakan atau fungsi 
lainnya. 

Gambar 6. Ketinggian Bangunan Rumah di Perumahan KORPRI Tahun 2019 (Analisis, 2019) 

 

 
 

Jenis kegiatan selain hunian akan membutuhkan biaya yang cukup tinggi dalam hal perluasan lantai 
terkait penambahan tinggi bangunan. Peningkatan tinggi bangunan juga dipengaruhi oleh karakteristik 
penghuni dengan pendapatan yang tinggi. Semakin tinggi pendapatan yang dihasilkan oleh penghuni, 
memungkinkan untuk melakukan perubahan tinggi bangunan. Penghuni anggota KORPRI yang termasuk 
PNS golongan I/II akan sulit untuk melakukan perubahan terhadap tinggi bangunan rumah yang dimiliki. 
Menurut Olsen (2001) bahwa penghasilan menegah ke bawah adalah masyarakat bertempat tinggal di 
suatu lingkungan, dimana dalam memperoleh rumah diberikan subsidi bunga lebih besar untuk mengurangi 
harga sewa lahan bagi penyewa dengan tingkat pendapatan rendah. Artinya, penghuni KORPRI dengan 
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golongan I/II akan membeli rumah dengan secara subsidi, sehingga biaya perubahan tinggi bangunan tidak 
akan dilakukan penghuni. 

Pada Gambar 7 Fungsi Lahan tahun 1998 di perumahan KORPRI dengan perencanaan luas kapling 180 
m2pada bagian tengah, dan lokasi yang dekat dengan jalan raya Bulusan terdapat kelebihan lahan dengan 
luas mencapai 230 m2. Tahap awal pembangunan yang sudah sesuai peraturan RDTRK di tahun 1998 
berfungsi sebagai hunian dengan luas kapling 180 m2 sampai 230 m2. Rencana pemanfaatan dan fungsi 
perumahan KORPRI sudah sesuai dengan peraturan tata ruang.  

 
Gambar 7. Pembagian Kapling Rumah di Perumahan KORPRI Tahun 1998 (Analisis, 2019) 

 

 
 

Pada Gambar 8 tahun 2019 tidak banyak penghuni yang melakukan perubahan terhadap luas lahan yang 
telah dimiliki. Perubahan terjadi pada dua kapling bangunan rumah yang digabungkan menjadi satu sebagai 
tempat untuk praktek dokter. Perubahan luas lahan untuk praktek dokter membutuhkan  sekitar 360 m2 

atau 180 m2 x 180 m2. Perubahan luas lahan ini didorong dengan penambahan aktivitas kegiatan di dalam 
praktek dokter, seperti pemenuhan kebutuhan untuk ruang perawatan, ruang tunggu, ruang obat, parkir 
dan lainnya. Tempat pendukung kegiatan tersebut yang menyebabkan perubahan luas tanah terjadi di 
perumahan Korpri dengan menggabungkan dua kapling.  

Perumahan Korpri di Gambar 9 pada tahun 1998 dimana seluruh rumah dengan 131 unit merupakan 
hunian dengan fungsi sebagai tempat tinggal. Pada tahun 1998, tidak ada hunian yang melakukan 
perubahan fungsi. Rumah merupakan sebagai tempat tinggal dan berkehidupan dalam membina keluarga. 
Pada tahun tersebut, fungsi hunian tidak terpengaruh oleh aktivitas perguruan tinggi yang masih sedikit 
berpindah ke Kecamatan Tembalang. 
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Gambar 8. Kapling dan Pengembangan Kapling Rumah di Perumahan KORPRI Tahun 2019 (Analisis, 2019) 

 

 
   

Gambar 9. Pemanfaatan Fungsi Kapling di Perumahan KORPRI Tahun 1998 (Analisis, 2019) 

 
 

 
 

Untuk pemenuhan kebutuhan mahasiswa, pada Gambar 10 saat ini penghuni telah banyak melakukan 
perubahan fungsi. Penghuni memanfaatkan hunian dengan menjadikannya sebagian maupun seluruhnya 
untuk usaha atau kegiatan komersial. Pada tahun 2019, terdapat hunian dengan fungsi komersial yaitu 19 
unit dari 131 unit rumah. Sedangkan untuk fungsi hunian dan usaha berupa kos-kosan, laundry, bimbel, 
kios atau warung dengan jumlah 17 unit dari 131 unit rumah. Dengan demikian lingkungan perumahan 
KORPRI menjadi tidak nyaman dikarenakan banyak masyarakat luar melihat peluang dari anak kos-kosan 
atau kontrakan, misalnya terjadinya pencurian dan kebisingan lainnya terhadap tetangga sebelah. 

 
 
 
 
 
 
 



 
E. L. Maissy & S. Sunarti/Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota) Vol 9(3), 2020, 159-172 

E-ISSN:  2338-3526, available online at: http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pwk                                                                                             | 169  

 

Gambar 10. Perubahan Pemanfaatan Fungsi Kapling di Perumahan KORPRI Tahun 2019 (Analisis, 2019) 
 
 

 
 

Jenis pengelompokkan komersial yang dilakukan seperti hunian yang telah menjadi kos-kosan, kontrakan, 
warung, jasa, toko dan sejenisnya. Persentase yang berbeda dari awal menghuni dengan kondisi saat ini 
tidak terlepas dari hubungan pembangunan kampus yang dekat perumahan KORPRI. Banyak masyarakat 
melakukan perubahan dimana setengah dari jumlah responden telah mengubah fungsi hunian sebagai 
komersial ataupun kombinasi. Perubahan fungsi hunian menjadi komersial juga didukung dari pendapatan 
dominan yang sebagian masyarakat PNS pensiunan dengan gaji hanya mencapai Rp 3.500.000, dengan itu 
penghuni dapat meningkatkan pendapatannya. Bangunan komersial merupakan bangunan rumah yang 
difungsikan bagi penghuninya sebagai wadah aktivitas komersial yang bertujuan mendatangkan 
keuntungan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Marlina, 2008). Sesuai dengan peneliti 
tersebut penghuni di perumahan KORPRI Bulusan juga membuka peluang mencari keuntungan dengan 
menambah fungsi hunian dengan kegiatan komersial. 
 
Pengaruh Karakteristik Penghuni terhadap Perubahan Fungsi Hunian Perumahan KORPRI Bulusan   

Perubahan fungsi hunian di perumahan KORPRI memperhatikan keterkaitan karakteristik penghuni 
terhadap faktor-faktor yang menyebabkan perubahan yang terjadi. Keterkaitan faktor-faktor yang 
mempengaruhi perubahan dianalisis dengan menggunakan analisis korelasi. Hasil analisis korelasi 
menggambarkan hubungan klasifikasi perubahan dengan tiap variabel karakteristik penghuni, kecuali 
alasan tinggal dikarenakan tidak memenuhi syarat data ordinal dalam korelasi pearson. Korelasi pearson 
tidak dapat dilakukan dengan data yang bersifat konstan atau tidak memiliki kecenderungan meningkat 
atau menurun seperti ranking. Oleh karena itu, karakteristik penghuni yang digunakan seluruhnya yaitu 
pendapatan, pekerjaan, status kepemilikan, tahun tinggal, asal daerah dan pendidikan. Faktor tersebut 
memiliki nilai ordinal dari nilai menurun menuju tingkatan yaitu rangking. Klasifikasi perubahan fungsi 
hunian memiliki rangking (1) Komersial, (2) Kombinasi dan (3) Hunian, dimana telah dilakukan peringkat 
yang ditentukan oleh peneliti. 

Pada Tabel 7 menyatakan bahwa jika dikatakan berkorelasi maka memiliki nilai sig. > 0,05 dan tabel 
pearson correlation memiliki tanda (*). Tanda (*) tersebut memiliki arti signifikan dimana (**) maka 
signifikan nilai yaitu 0,01 dan (*) dengan signifikan 0,05. Tabel korelasi pearson dilakukan dengan 
memperhatikan angka yang dihasilkan yaitu -1 hingga 1. Nilai korelasi mendekati -1 yang berarti kedua 
variabel memiliki hubungan negatif kuat, sedangkan nilai mendekati 1 artinya kedua faktor memiliki 
hubungan positif kuat. Sesuai dengan faktor karakteristik yang mempengaruhi perubahan hunian yaitu 
pendapatan, pekerjaan dan pendidikan. Begitu juga dengan faktor yang tidak memiliki keterkaitan adalah 
alasan tinggal, status kepemilikan dan tahun tinggal. 
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Tabel 7 Correlations (Analisis, 2019) 
 

 
Pada Tabel 8 terdapat faktor dari karakteristik dengan perubahan yang korelasi bernilai positif. 

Pendapatan memiliki korelasi dengan nilai yaitu 0,352** dengan signifikan 0,01. Karakteristik pendapatan 
dengan perubahan di perumahan KORPRI memiliki korelasi rendah positif. Hal ini diartikan dalam analisis 
korelasi merupakan semakin tinggi nilai pendapatan maka semakin tinggi nilai klasifikasi perubahan.  
 

Tabel 8 Korelasi Perubahan dengan Pendapatan, Pekerjaan dan Pendidikan (Analisis, 2019) 
 

 Pendapatan Pekerjaan Pendidikan 

Klasifikasi 
Perubahan 

Pearson 
Correlation 

,352
**

 ,289
*
 ,286

*
 

Korelasi Rendah 
Positif 

Korelasi Rendah 
Positif 

Korelasi Rendah 
Positif 

 
Semakin tinggi nilai yang berarti skor yang didapat responden, dimana tingkat pendapatan kurang dari 

Rp 2.500.000, Rp 2.500.000 sampai Rp 6.000.000 dan lebih dari Rp 6.000.000. Artinya jika pendapatan 
penghuni di perumahan Korpri kurang dari Rp 2.500.000 maka  hunian akan melakukan perubahan menjadi 
komersial. Oleh karena itu, penghuni dengan pendapatan rendah akan mengubah hunian menjadi 
komersial untuk pemenuhan kebutuhan perekonomian. 

Pekerjaan di perumahan KORPRI berdasarkan analisis hubungan terdapat nilai di bawah dari 
pendapatan. Pekerjaan memiliki nilai 0,289 dengan signifikan 0,05. Artinya, dalam analisis korelasi positif 
merupakan semakin tinggi pekerjaan maka semakin tinggi menjadi hunian saja, begitu juga sebaliknya 
dimana semakin rendah pekerjaannya maka penghuni akan melakukan perubahan hunian. Perumahan 
KORPRI dengan tingkat pekerjaan non PNS (wiraswasta, IRT, swasta) akan melakukan perubahan fungsi 
hunian menjadi komersial (kos-kosan, kontrakan, warung dan lainnya) yang bersifat meningkatkan 
perekonomian.  

Faktor selain pekerjaan yang memiliki nilai paling rendah diantara ketiga karakteristik yaitu pendidikan 
di perumahan KORPRI. Pendidikan memiliki nilai 0,286* dengan signifikan 0,05. Artinya, dalam analisis 
korelasi positif merupakan semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi untuk menjadi hunian, begitu 
juga sebaliknya dimana semakin rendah pendidikannya maka penghuni akan melakukan perubahan hunian. 
Perubahan fungsi hunian yang terjadi di perumahan KORPRI berhubungan dengan tingkat pendidikan yang 
rendah. Penghuni perumahan KORPRI dengan tingkat pendidikan SMP-SMA akan melakukan perubahan 
hunian menjadi komersial. Oleh karena itu, semakin rendah tingkat pendidikan, maka hunian akan menjadi 
komersial untuk peningkatan ekonomi penghuni. Faktor pendapatan, pekerjaan dan pendidikan 
berhubungan dengan perubahan yang terjadi di perumahan KORPRI. Pendapatan, pekerjaan dan 
pendidikan yang rendah akan selaras dengan perubahan hunian menjadi komersial. Sebaliknya, 
pendapatan, pekerjaan dan pendidikan yang tinggi maka fungsi rumah hanya sebagai hunian saja. 

Perubahan hunian yang telah dilakukan akan mendapatkan analisis perubahan dengan mengkaitkan 
terhadap karakteristik penghuni. Sesuai dengan hasil analisis korelasi bahwa faktor karakteristik yang 
mempengaruhi perubahan hunian yaitu pendapatan, pekerjaan dan pendidikan. Rumah memiliki berbagai 
macam fungsi dan semua fungsi diciptakan dengan tujuan yang ingin dicapai dimana rumah tidak hanya 
berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga dapat dijadikan sebagai tempat untuk meningkatkan 
perekonomian penghuninya (Hapsari dan Syahbana, 2013). Terlihat bahwa dari hasil kaitan perubahan 
dengan pendapatan, pekerjaan dan pendidikan, terdapat hubungan. Karakter penghuni dengan 
pendapatan rendah, pekerjaan non PNS dan pendidikan SMP-SMA akan menyebabkan perubahan fungsi 
yang mengarah pada komersial. Hal ini didukung dengan Purwantiasning (2012) menyatakan bahwa 

Correlations 

 Klasifikasi 
Perubahan 

Pendapatan Pekerjaan Status 
Kepemilikan 

Tahun 
Tinggal 

Asal 
Daerah 

Pendidikan 

Klasifikasi 
Perubahan 

Pearson 
Correlation 

1 ,352** ,289* ,255 -,172 -,057 ,286* 

Sig.  
(2-tailed) 

 ,008 ,031 ,058 ,205 ,679 ,033 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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masyarakat penghasilan menengah bawah akan memiliki konsep hunian yang berbeda, dimana konsep 
hunian pada masyarakat dengan taraf pendapatan menengah bawah dengan menggunakan hunian menjadi 
tempat usaha (komersial) untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga, sedangkan pendapatan menengah 
ke atas dimana hunian menjadi tempat usaha yang sudah direncanakan sebelumnya sebagai investasi. 
Artinya sama halnya menurut modul Ruswanto (2014) dimana terdapat komponen-komponen yang 
mempengaruhi perubahan fungsi terjadinya spesialisasi dan diferensi dari pekerjaan dan pendidikan. 

 

4. KESIMPULAN 

Perubahan fungsi hunian perumahan KORPRI menjadi fungsi komerial, kombinasi dan hunian. 
Perubahan fungsi hunian tipe 36/180-230 m2 menjadi komersial sebesar 52%  terjadi pada rumah yang 
mempunyai luas KDB lebih dari 60%.  Perubahan tersebut disebabkan lokasi perumahan dekat dengan 
kawasan pendidikan, sehingga penghuni meningkatkan luas bangunan yang dimiliki untuk meningkatkan 
aktivitas hunian baik secara privat atau bersama. Peningkatan aktivitas hunian diharapkan dapat 
meningkatkan luas bangunan, pendapatan dan menjadi investasi bagi pemiliknya.  

Hubungan karakteristik penghuni terhadap perubahan hunian menjadi komersial, kombinasi dan hunian 
dipengaruhi oleh besarnya pendapatan, jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan. Tingkat pendapatan 
rendah, pekerjaan tidak tetap dan pendidikan SMP-SMA tergolong rendah, mempengaruhi penghuni 
mengubah huniannya menjadi komersial. Pendapatan yang rendah akan mendorong penghuni menjadikan 
hunian sebagai fungsi komersial untuk mendapatkan keuntungan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. 
Jenis pekerjaan tidak tetap yaitu sebagai pekerja non PNS, wiraswasta/IRT menjadikan penghuni juga 
merubah hunian menjadi fungsi komersial. Pendidikan juga menjadi tolak ukur dalam perubahan fungsi 
hunian menjadi komersial, karena pendidikan yang rendah akan mempengaruhi jenis pekerjaan dan 
besarnya pendapatan.  

Perubahan fungsi yang terjadi di perumahan KORPRI selain karena lokasi yang strategis, perubahan 
fungsi hunian sesuai dengan karakter penghuninya. Penghuni meningkatkan fungsi hunian menjadi 
komersial atau kombinasi keduanya, sehingga dapat untuk meningkatkan pendapatannya dalam memenuhi 
kebutuhan hidup dan investasi.  
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